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Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaaan pengadaan tanah pada pembangunan jaringan irigasi Daerah 

Irigasi Kawasan Sawah Laweh yang tidak terlepas dari kendala-kendala dalam pelaksanaannya seperti masyarakat yang 

tidak setuju dengan harga ganti rugi, terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan sesama kaum yang biasa terjadi 

antara mamak dan kemenakan, serta terbatasnya anggaran ganti kerugian bagi pihak yang sudah mau membebaskan 

lahannya. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis pelaksanaan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan undang-

undang pengadaan tanah yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Metode penelitian ini yakni metode quasi kualitatif 

dengan desain simple research, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi Daerah Irigasi (DI) Kawasan Sawah Laweh 

sudah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang pengadaan tanah yaitu Undang-Undang No.2 Tahun 2012. Kendala 

yang terjadi sudah diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 

untuk dicari solusinya.  
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Pendahuluan 

Tanah yakni suatu hal yang fundamental pada kehidupan manusia. Karena segala 

hal dalam kehidupan manusia akan selalu berhubungan dan membutuhkan tanah (Al-

Ghobari, 2018). Namun saat ini kesediaan tanah di Indonesia sudah tidak memadai lagi 

terutama untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan jumlah 

bidang tanah yang banyak (Adeyemi, 2018; Picó, 2020). Cara dalam mengatasi 

ketidaksediaan tanah untuk pembangunan tadi adalah dengan melakukan pengadaan 

tanah oleh negara. Pengadaan tanah adalah proses yang melibatkan pemberian kompensasi 

yang wajar dan adil kepada pemilik yang sah atas tanah dengan tujuan jika tanah tersebut 

akan menjadi kepemilikan entitas pemerintah, badan hukum milik negara, yang relevan 

(Kashyap, 2021). Regulasi mengenai pengadaan tanah guna kepentingan umum telah 

dijelaskan didalam UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk pembangunan 

bago Kepentingan Umum (Undang-Undang Republik Indonesia & Nomor 2 Tahun 2012). 

Dijelaskankan jika pengadaan tanah guna kepentingan umum salah satunya bisa 

dipergunakan pada pembangunan bending serta irigasi (Mouatadid, 2019). Sejalan dengan 

nawacita Presiden Joko Widodo Dalam upaya meningkatkan produktivitas lahan pertanian 

di Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki 

target untuk pembangunan sistem irigasi di area seluas 500.000 hektar dan melakukan 

rehabilitasi pada jaringan irigasi seluas 2 juta hektar mulai dari tahun 2020 hingga tahun 

2024 ke depan (dikutip dari https://www.liputan6.com/bisnis/read/3582247/dukung-

ketahanan-pangan-kementerian-pupr-bangun-irigasi-sawah-laweh-tarusandiakses). Salah 

satu infrastruktur irigasi yang dibangun oleh pemerintah adalah di Kabupaten Pesisir 

Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yaitu Daerah Irigasi (DI) Sawah Laweh Tarusan (Jamroen, 

2020). Infrastruktur ini dibangun untuk melengkapi fungsi dari bangunan utama, yakni 

Bendung Batang Tarusan. Namun dalam pembangunan jaringan irigasi ini tentu tidak akan 

terlepas dari hambatan baik dalam hal pengadaan tanahnyapun (Fernández-Ahumada, 

2019; Khan, 2018). Sampai saat ini pembebasan lahan pembangunan jaringan irigasi DI 

Kawasan Sawah laweh ini masih belum rampung pengerjaannya karena masih ada 17 

bidang tanah lagi yang belum bebas karena beberapa permasalahan, pernyataan berikut 

akan diperjelas pada tabel berikut:  

 

No Keterangan Jumlah Bidang Tanah 

 1. Ganti kerugian yang sudah dibayarkan 509 bidang 

 2.  Tanah yang belum bebas 17 bidang 

Sumber: PPK Irigasi dan Rawa II BWS Sumatera V, Tahun 2020 

 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3582247/dukung-ketahanan-pangan-kementerian-pupr-bangun-irigasi-sawah-laweh-tarusandiakses
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3582247/dukung-ketahanan-pangan-kementerian-pupr-bangun-irigasi-sawah-laweh-tarusandiakses
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Dari 17 bidang tanah yang belum bebas tersebut terdapat permasalahan-

permasalahan yang menyebabkan tanah belum dapat dibebaskan diantaranya, pertama, 

permasalaham ganti rugi dimana Masyarakat tidak ingin membebaskan lahannya karena 

keberatan menganai harga ganti rugi yang dikeluarkan oleh tim appraisal terlalu rendah. 

Kedua, persoalan status objek tanah maksudnya yaitu terjadinya tumpang tindih 

kepemilikan lahan atau saling mengklaim hak milik tanah yang biasa terjadi pada suatu 

kaum dan tanah tersebut merupakan tanah pusako sehingga akan sulit untuk 

membebaskan lahannya. Ketiga, dana untuk pembayaran ganti rugi bagi Masyarakat yang 

sudah mau membebaskan lahannya saat ini tidak tersedia (Hamami, 2020).  

Dalam konteks permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis 

berkeinginan untuk menyelidiki secara lebih mendalam bagaimana pelaksanaan 

pengadaan tanah terkait dengan pembangunan jaringan irigasi DI Kawasan Sawah Laweh, 

dilihat berdasarkan aspek undang-undang pengadaan tanah guna pembangunan 

kepentingan umum sebagaimana diatur dalam UU No.2 Tahun 2012 (Morillo, 2018). 

Metode 

Dalam penelitian ini, digunakan jenis pendekatan quasi-kualitatif ataupun desain 

kualitatif semu dengan desain penelitian yang sederhana (Simple Research Design - SRD). 

(Burhan Bungin, 2020) (Bungin, 2020). Metode simple research desain terdapat lima langkah, 

ialah: 

a) Social context and research question yakni peneliti memeriksa kontak social serta 

mengembangkan pertanyaan penelitian. 

b) Melakukan literatur review, tahap ini, peneliti membaca serta mempertimbangkan 

literature-literatur yang berkaitan dengan sosial serta pertanyaan penelitian yang 

sudah ditetapkan sebelumnya. 

c) Research methods and data collection, fase ini peneliti mempertimbangkan metode 

penelitian yang digunakan serta penerapan metode pada data yang diperoleh di 

lapangan. 

d) Data analysis, tahap ini peneliti menganalisis data yang diperoleh di lapangan dan 

menghubungkannya dengan teori yang relevan dalam menganalisis penelitian. 

e) Reporting, merupakan langkah terakhir yang harus dilakukan dan merupakan 

melaporkan hasil penelitian dalam suatu laporan penelitian (Nüsser, 2019). 

Penelitian ini pengumpulan data dengan wawancara mendalam maupun 

dokumentasi. Informan penelitian penelitian ini meliputi PPK Irigasi serta Rawa II, 

Pengawas Lapangan PPK Irigasi dan Rawa II, Kepala Subseksi pemeliharaan data serta 

pembinaan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, Wali Nagari, serta 

perwakilan masyarakat yang terdampak pembebasn lahan tersebut (Lin, 2020). Penelitian 
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ini memperoleh data dengan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Validitas 

dan akurasi data diuji melalui teknik triangulasi, sementara proses analisis yakni dengan 

tahap reduksi, penyajian, serta penyimpulan. 

Hasil dan Pembahasan 

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pada Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) 

Kawasan Sawah Laweh.   

Menurut Korten dalam (Putri et al., 2021), pembangunan adalah suatu proses yang 

memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas individu dan institusi masyarakat. 

Tujuannya adalah untuk menggerakkan dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan, 

dengan hasil akhir berupa peningkatan kualitas hidup yang sesuai dengan aspirasi 

masyarakat itu sendiri (Angelopoulos, 2020). Pengadaan lahan demi kepentingan umum 

perlu dilakukan dengan mematuhi Rencana Tata Ruang Wilayah, Nasional/Daerah, 

Strategis, serta Rencana Kerja setiap instansi yang memerlukan lahan (Limbong, 2014). 

Pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jaringan irigasi ini memang sudah 

dilaksanakan sesuai dengan RTRW yaitu Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 

2011 Pasal 23 (ayat 3), serta sudah termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan 

daerah yaitu dalam RPJP Kabupaten Pesisir Selatan (Karimi, 2020).  

Tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaan tanah prinsipnya sudah dilakukan 

pemerintah dan sesuai aturan berlaku ialah Undang-Undang No 2. Tahun 2012 tentang 

pengadaan tanah bagi pembangunan guna kepentingan umum dimana ada 4 tahap yakni 

(Undang-Undang Republik Indonesia, & Nomor 2 Tahun 2012, 2012):  

a) Tahap perencanaan dimulai dengan instansi yang butuh tanah membuat dokumen 

perencanaan yang isinya harus memuat studi kelayakan berdasarkan pada 

undang-undang pengadaan tanah dan berdasarkan temuan penulis dilapangan 

Intansi yang memerlukan tanah yakni Satker PPK Irigasi dan Rawa II dibawah 

naungan BWS Sumatera V sudah membuat dokumen perencanaan sesuai studi 

kelayakan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa tahapan perencaaan pada 

pelaksanaan pengadaan tanah sudah dilaksanakan sesuai UU No. 2 Tahun 2012. 

Namun temuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Dewi et al., 2020) 

tentang tentang Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah Dengan Objek Tanah U layat  

(Kasus Jalan Tol Padang-Sincincin) yang mengemukakan bahwa dokumen 

perencanaan yang dibuat oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR) pada hal ini Direktorat Jendral Bina Marga disusun sangat cepat, 

dokumen perencanaannya belum dilengkapi dengan survei-survei yang 

disyaratkan bahkan dalam dokumen tersebut tidak memuat gambaran umum 

tentang status tanah (González-Briones, 2018; Zhang, 2018).  
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b) Tahapan persiapaan dalam undang-undang pengadaan tanah yaitu 

dilaksanakannya pemberitahuan awal tentang rencana pembangunan jaringan 

irigasi kepada masyarakat yang terdampak, lalu melakukan pendataan awal 

kepada masyarakat yang terdampak serta melakukan konsultasi publik dan 

berdasarkan temuan penulis di lapangan keseluruhan tanahapan persiapan 

pengadaan tanah tersebut juga sudah dilaksanakan berdasarkan UU No 2 Tahun 

2012. Namun hal yang bertolakbelakang dengan temuan peneliti ini dikemukakan 

oleh (Dewi et al., 2020) tentang tentang Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah 

Dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sincincin) yang mengatakan 

bahwa konsultasi publik dalam tahapan persiapan ini kurang dilakukan dengaan 

intensif serta belum melibatkan kepentingan (Chen, 2020).  

c) Pada tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan undang-undang pengadaan tanah 

yaitu dilakukannya pengerjaan inventarisasi serta identifikasi yang dikerjakan 

Satgas A serta B, melakukan musyawah penetapan ganti rugi yaitu kantor 

pertanahan dengan pihak yang berhak melakukan musyawarah terhadap nilai 

ganti rugi yang sudah dikeluarkan oleh tim appraisal pada tahapan inilah 

permasalahan sering terjadi dimana masyarakat banyak merasa keberatan karena 

merasa tidak adil dengan harga ganti rugi yang di tetapkan oleh tim appraisal, 

setelah itu pihak yang terdampak yang sudah setuju  tersebut bebas memilih 

bentuk ganti kerugiannya dalam bentuk uang, tanah pengganti dll (Chacón, 2020; 

Kattakulov, 2020). Setelah itu baru melakukan penyerahan ganti kerugian kepada 

Masyarakat yang terdampak pembebasan lahan, sekaligus melaksanakan 

pelepasan hak dari pihak yang berhak, berdasarkan temuan penulis dilapangan 

tahapan pelaksanan pengadaan tanah ini sudah dilaksanakan sesuai dengan  

undang-undang pengadaan tanah baik dalam pelaksanan identifikasi serta 

inventarisasi, pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian dimana 

masyarakat sepakat bentuk kerugiannya berupa uang, dan dalam pelaksanaan 

penyerahan ganti kerugian Masyarakat yang terdampak pembebasan lahan sudah 

menerima ganti kerugian tersbebut dimana akan di kirim ke rekening baru yang 

sudah dibuatkan. Hal serupa disampaikan oleh (Dewi et al., 2020) dalam 

penelitiannya tentang tentang Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah Dengan Objek 

Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sincincin) yang mengatakan dalam tahapan 

pelaksanaan ini Kantah Kabuapten Padang Pariaman sudah melaksanakan 

tahapan pelaksanaan ini sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam undang-

undang yang berlaku, serta telah memberi solusi berupaya usaha nyata agar 

pelaksanan pengadaan tanah jalan tol itu dapat berjalan baik (Pérez-Sánchez, 2018). 
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d) Tahapan akhir penyerahan hasil yaitu penyerahan hasil pengadaan tanah oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan kepada Balai Wilayah Sumatera V 

atau lebih tepatnya Satker PPK irigasi dan Rawa II selaku instansi yang 

memerlukan tanah (Kimmich, 2019). Tahapan penyerah hasil juga sudah 

dilaksanakan sesuai UU No. 2 Tahun 2012 serta menandakan tahap pengadaan 

tanah sudah selesai dilakukan sehingga pengerjaan pembangunan jaringan irigasi 

DI Kawasan Sawah Laweh sudah bisa dimulai. Namun tentunya dalam 

pelaksanaan keempat tahapan tersebut muncul permasalahan-permasalahan 

namun bisa diatasi oleh tim pengadaan tanah (Al-Naji, 2021).  

Simpulan 

Pelaksanaan pengadaan tanah pembanguan Jaringan Irigasi DI Kawasan Sawah 

Laweh di Kabupaten Pesisir Selatan sudah dilaksanakan sesuai dengan UU Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan guna kepentingan umum yaitu UU No. 2 Tahun 2012. Ada 4 

tahapan dalam proses pembebasan lahan tersebut yakni tahapan persiapan, perencanaan, 

pelaksanaan, serta diakhiri dengan penyerahan hasil. Saat ini pembebasan lahan untuk 

pembangunan jaringan irigasi DI Kawasan Sawah Laweh terbilang hampir selesai karena 

hanya tinggal 17 bidang saja yang belum bebas dikarenakan beberapa faktor penghambat 
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